
BUPATI HAI.MAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR L4 IKPTS/ xu IZOZ4

TENTANG

PENGESATIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BAI}AN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) PENGGANTI
ANTAR }VAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN UnS.t6rn) DEFINITTT

PADA DSSA TDAII{DEHE DI KECAMATAN JAILOLO
KABUPATEN HALMAITERA BARAT

BIJPATI HALMAI{ERA BARAT

a. bahwa sehubungan dengan adanva Pengunduran diri salah 1 (Satu) Anirgota Baclan
Pennusyatvaratan Desa (BPD) Desa ldamdehe Kecamatan.lailolo Kabupater"r I{ahnahera
Barat, maka dipandang perlu menetapkan pengesahan pengangkatan Anggotan Badap
Permusyarvaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) rnentadi Angggta Badan
Pemusyawaratan Desa (BPD ) Detlnitif pada Desa Idamdehe di Kecamatan .Iailolo
Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahr,va berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Desa ldamdehe Kecamatan jailolo
Kabupaten Halmahera Barat;

1. Undang-undang Nornor 60 Tahun 1958 tentan-t Penetanan Llndang-undang Nomor Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Sr.r,antantra Trngkat il dalam Wilavah Daerah
Srvantantra Tingkat I Maluku rnenjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nornor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-unilang Nomor 46
Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maiuku Utara. l(abupaten Buru ctan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nornor I Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera
U'tata, Kabupaten l'{almahera Selatan, Kabupaten I(epulauan Sula. Kabupaten i{almahera
Timur dan Kota'fidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. undang-undang Nomor 23 T'ahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Unciang-undang Nomor i Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pernerintah Nomor 47 Tahun 2A15 tentang perubahan atas peraturan

Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 lentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Mengingat

8. Perati;ran Perneriiitah Nomor 12 Tahuit 2Ct9
l)aerah;

9. Peraturan Msnteri Dalam Negeri RI No
Penn usyawaratan l)esa:

10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah*n 2020 tentang Pedornan teknis
Pr-nrrelnl acn -h- 

r-r re n,rqn lloerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor I Tahun 2019 Tentang Radan

PermusyaraEatan Desa;
12. Peraturan Daerali Kabupaten Halinahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan susunan perangkat Daerah"

13. ileraturan lJaerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024;
tentang APBD Kabupaten l{alma}rera Barat Tahun Anggaran 2{}24-

i4. Peraturan E3r"ipati Halnrahera llarat Nomor 1 Tahun ?024 tentans
penjabaran APBD l'ahrin .r\nggaran 2{}24.

teiriaiig teirtaiig Peiigelolaan lieiianga:r

I l0 J'ahun 2A16 Tentang tsadan

o(



Ivlemperlratikan ' ,uru, Camat Jailolo Nomor .141131012024 tanggal 07 Mei 2024 Perihal : Penyampaian
PAW Anggota BPD.

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA

KETICA

KtrtrMPAT :

KELIMA

KEENAfui

KETiJJUH

MEMUI'USKAN

Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defeniti{'
Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Desa ldanrdehe di Kecarnatan Jaiiolo Kabupaten
Halrnahera Barat;

Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawat'atan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah
melanjtrtkan sisa masa bhakti Anggota Badan Pennusyawaratan Desa {BPD) yang di
gantikan dan sesudahnya di tetapkan berdasarkan musliawarah dan atau pilih kembali I
(satu) kali rnasa jabatan berikutnya;

Bagi Anggota tsadan Permusyaw'aratan Desa {BPD) periode sebelumnya yang di karenai<an

sesuatu dan lain hai telah mengundurkan din, maka atas nama Pemerintah Kabr"rpaten

Halmahera Barat dengan ini tlenvarnpaikan ucapan terirna kasih dan penghargaan yang
setingi-tingginva atas Dhanna Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini:

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan
tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman
pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Anggota Badan Permusyawaratan Desa {BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti,
maka secara otornatis Anggota Badan Permusyarvaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu
menggantikannya;

Dengan Berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati l-lalmahera Barat Nomor
S3/KPTS/IYl2}2l khususnl'a flomor 18 kolom 2 Desa ldamdehe, di nyatakan di c,abut dan
tidak beriaku lagi;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di .lailolcr
pada tanggal '. 2 Wember 2A24

B{IPATI

Tembusan : disampaikan kepada,
Yth. 1. Gubernur N{aluku Utara di Sotlf'r.

2 Kepala Badan Kesbangpoi & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala BPN{D Kab. I{almahera Rarat di Jailolo.
4. Kabag I'ata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailoio.
5. Camat Jailolo di Acango
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

JAMES UANGAss. Bid Pem & Kesra.

Kabag Hukum & Org



LATVIPIRAN : KEPLITLTSAN BUPA'II HALMAHERA BARAT rri'OtuIOR 239lKPTSlXrr1 TAHLD; Z0Z4
T.{NGGAL Z P7gvroboP- TA11UN 2021

DAFTAR : PE}JGESAHAN PENSA}IGKATANI ANGCOTA BADAN PERN.{USYAWARA,IA}.I DESA (BPD)
PERGANTIAN ANTAR \.VAKTU (PAW) PADA DESA IDAJ\,IDEHE DI KECT\MATAN JAILoLO
KABLJPATET .,\ I{ALM AHE RA BARAT.

BT}PATI HALMAHE

NO NAMA DESA NAMA ANGGOTA YANG
BERAKTIIR MASA TUGAS

NAMA ANGGOTA YANG
DIANGKAT

JABATAN

I "t
J .t

1 TDAilIDEHE YTCTOR RINUGA AIUBROSTUS DJUMSTY AI'IGGOTA

Ass. Bid Pern & Kesra.

Kabag Hukun & Org

JAMES trAl{G


